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ABSTRAK 

 

PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP  

SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

(Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban) 

 

 

Oleh: 

LYANA ALLAWIYAH 

NPM. 2002032009 

 

Pemilihan kepala kampung harus diselenggarakan sesuai dengan asas 

demokrasi yang salah satunya adalah asas kerahasiaan yaitu ketika mencoblos, 

pemilih dijamin tidak ada pihak yang mengetahui pilihannya. Pemilihan kepala 

desa sejak dahulu menggunakan cara manual namun, dalam mengikuti 

perkembangan teknologi informasi hadirnya teknologi baru berbasis elektronik 

yang disebut dengan e-voting yakni suatu metode pemungutan suara dan 

penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui 

Bagaimana Efektivitas Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting 

Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kusioner dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan adalah kualitatif yakni proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data primer yang 

digunakan yaitu wawancara dengan ketua panitia pemilihan kepala desa, tim 

teknis utama, tim teknis lapangan, dan tanggapan masyarakat melalui kusioner. 

Sumber data sekunder yaitu mengutip dari sumber seperti buku, undang-undang, 

jurnal, skripsi, dan sebagainya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kerahasiaan terhadap 

sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah 

Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat dikatakan cukup dalam 

menjaga asas demokrasi yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

(luber jurdil) yang salah satunya pada asas kerahasiaan dalam pemilihan. Apalagi 

dalam mengikuti perekembangan digitalisasi tentunya ini cukup bagus untuk 

diterapakan. 

 

Kata Kunci : Asas Kerahasiaan, Pemilihan Kepala Desa, Sistem E-Voting 
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MOTTO 

 

َ وَٱلرذسُولَ  ِينَ ءَامَنُواْ لََ تََوُنوُاْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  يََٰٓ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
َ
مََٰنََٰتكُِمۡ وَأ

َ
 وَتََوُنوُٓاْ أ

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati  

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang  

kamu mengetahui”.  (QS. Al Anfal : 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom lambat laun 

melemah dalam perkembangannya karena menjadi sub-sistem dari institusi 

yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan terbaru.
1
 Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

dijelaskan bahwa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan NKRI.
2
 Artinya desa berada pada bagian yang 

paling bawah atau bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah.  

Pemilihan kepala kampung merupakan pesta demokrasi, masyarakat 

desa dapat berpartisipasi dengan cara memberikan suara untuk memilih calon 

kepala kampung sebagai pemimpin dan membangun jalannya pemerintahan 

desa dengan baik.
3
 Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur dengan 

Keputusan Menteri Desa Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana diubah 

dengan Pemilihan Kepala Desa Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 1 angka 5  

                                                 
1
 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: PolGov,2013), 

4. 
2
 Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 Tentang Desa. 

3
 Np Yusniawati, “Pemilihan Kepala Desa”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin, Kota Banten, Tahun 2018, 31. 
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menyebutkan: “pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di desa dalam rangka memilih kepala desa yang besifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil”.
4
 Sehingga pemilihan kepala desa harus 

diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar 

terwujudnya pemilihan yang demokratis yang salah satunya dengan menjaga  

asas kerahasiaan dalam pemilihan.  

Asas kerahasiaan sangat urgent dalam proses pemilu dan merupakan 

bagian dari upaya menjamin integritas pemilu agar proses pemilihan tetap 

berjalan dalam kerangka demokrasi substansial. Asas kerahasiaan merupakan 

ketika mencoblos, pemilih dijamin tidak ada pihak yang mengetahui 

pilihannya. Artinya pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak 

dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5
  

Pemilihan kepala kampung sejak dahulu menggunakan cara manual 

namun, dalam mengikuti perkembangan zaman terutama dalam perkembangan 

teknologi informasi hadirnya teknologi baru berbasis elektronik yang disebut 

dengan e-voting yaitu metode pemungutan suara yang menggunakan 

perangkat elektronik untuk menghitung suara dalam pemilihan umum. Metode 

e-voting mengacu pada regulasi dan kesepakatan masyarakat. Penerapan 

pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan parlemen dikukuhkan 

dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 UU Nomor 

32 Tahun 2004 pasal 88 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “Pemberian 

                                                 
4
 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Kepala Desa,” File:///C:/Users/Acer/Downloads/Permen-No.112-Th-2014.Pdf, . 
5
 “Penjelasan Atas Undang,” Diakses 15 Desember 2022, 

Https://Jdih.Kemenkeu.Go.Id/Fulltext/1999/3tahun~1999uupenj.Htm. 
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suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan 

dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara” merupakan 

konstitusional sepanjang tidak melanggar prinsip pemilu yang bebas dan adil, 

sehingg memungkinkan e-voting dilakukan dalam skala yang lebih besar, 

termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6
  

Berdasarkan Pra-Survey dan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

bapak Luhur  Hantariksa Jaya beliau adalah kepala tim teknis utama (TTU) 

lampung. Beliau mengatakan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan 

pilkakam serentak pada (24 Agustus 2022). Total ada 82 kampung dari 27 

Kecamatan, 5 Desa dilakukan secara elektronik dan 77 kampung masih 

dilakukan secara manual, salah satu kampung  dalam objek  penelitian ini 

yaitu kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban kampung yang sudah 

menggunakan metode pemungutan suara elektronik dalam pemilihan.  

Ada dua pertimbangan dilakukannya metode e-voting di kabupaten 

lampung tengah yaitu kampung tersebut sudah menjalankan program smart 

village dan rawan konflik , namun yang melatar belakangi dilakukannya 

metode e-voting dalam pemilihan kepala kampung di kabupaten lampung 

tengah kampung wates kecamatan bumi ratu nuban karena kami mengikuti 

peraturan pemerintah dalam mengikuti perkembangan teknologi di era 

digitalisasi lalu melihat dari efisiensi dan efektivitas metode e-voting, karena  

pelaksanaan pilkades sebelumnya masih menggunakan cara manual yaitu 

                                                 
6
 Fauzi Akbar Pamungkas, Sukimin Sukimin, dan A. Heru Nuswanto, “Penerapan 

Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di 

Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 2 (12 

Desember 2022): h. 80, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552. 
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masyarakat datang ke TPS, mendaftar dan mencoblos kertas suara bergambar 

pasangan calon.  

Namun dalam prakteknya, pilkakam dengan cara manual ini dinilai 

kurang efektif dan efisien di jumpai beberapa kekurangan dan insiden yang 

terjadi seperti biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, banyak digunakan oleh 

pihak tertentu untuk kebijakan moneter politik dan kecurangan suara, 

memakan waktu yang panjang, banyak yang meninggal karena kelelahan, 

begadang karena menjaga tps, terlalu lama bekerja, padatnya waktu sehingga 

badan drop dan kesehatan menurun, dan terjadinya kecurangan seperti 

manipulasi data atau golput, sehingga untuk keakuratannya masih 

dipertanyakan atau bisa dikatakan masih belum akurat. 

Sehingga untuk mencegah kecurangan dan terjadinya insiden tersebut 

sesuai dengan perkembangan teknologi, pemilihan parlemen dilakukan di 

seluruh negara Indonesia sistem e-voting sebagai alat pemberian suara dan 

perhitungan suara dalam pemilihan umum, melalui sistem pemungutan suara 

elektronik yang dianggap lebih efektif, efisien karena dalam tahap 

pelaksanaanya dimulai dari verifikasi data DPT, keluar smard card, memilih 

paslon  menggunakan layar komputer, lalu hasil pilih akan secara otomatis 

tersimpan di dalam barcode dan barcode tersebut akan keluar melalui  alat 

print dan di masukan ke dalam kotak suara.  

Setelah selesai hasilnya akan dikirimkan langsung kepada panitia 

tingkat pusat lalu hasil suara langsung diumumkan secara terbuka di depan 

masyarakat dan kertas barcode akan disimpan. Beliau mengatakan 
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pelaksanaan e-voting ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022.
7
 Dalam hal ini kpps yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan metode e-voting dalam pemilihan kepala 

kampung  

Pelaksanaan pemilihan anggota parlemen melalui sistem pemungutan 

suara elektronik saat ini masih digunakan secara terbatas, baik di dalam 

organisasi, perusahaan maupun di pemerintahan bagian terkecil yaitu desa.
8
 

Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak tahun 2021, 

2022 yang aman dan modern salah satunya dengan  mendorong penerapan 

demokrasi berbasis teknologi informasi yaitu  dengan metode  elektronik yang 

dalam pelaksanaannya merubah tata cara penyelenggaraan pemilihan dari 

manual menjadi modern dan ini dapat menjadi alternatif bagi pemerintah 

daerah terkait mekanisme pemungutan suara dalam pilkades serentak yang 

lebih efektif, efisien dan meminimalisir sengketa.  

Jika dikaitkan dengan asas kerahasian maka ini menjadi pertanyaan 

apakah asas rahasia ini masih bisa diterapakan dalam pemilihan dengan 

metode e-voting  karena dalam pelaksanaannya hasil cetak setelah memilih, 

akan keluar barcode yang di kunci dengan enkripsi yang hanya bisa dibuka 

menggunakan aplikasi verifikator. Sehingga ketika  pemilih melakukan 

pemilihan akan keluar barcode, jika kotak barcode itu di buka lalu di scan 

                                                 
7
  Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya selaku kepala Tim Teknis Utama 

(TTU) Lampung Tengah, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten 

Lampung Tengan dengan sistem E-Voting. 
8
 I gusti Wirahadi dan I Gusti Wairocana, “Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa 

Berbasis E-Votting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana,” Jurnal Kertha Negara, 

Volume 8, Nomor 8, (2020): 13. 
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akan terlihat siapa memilih siapa, ini  di khawatirkan identitas pemilihnya 

terlihat sehingga ini akan melanggar asas kerahasiaan dalam pemilihan, lalu 

bagaimana asas kerahasiaan yang diterapkan di dalam pemilihan dengan 

metode elektronik voting. 

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, mendorong peneliti untuk 

mengkaji lebih jauh penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Asas 

Kerahasian Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala kampung 

Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu 

Nuban)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Penerapan Asas Kerahasiaan 

Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala kampung Kabupaten 

Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disampaikan 

bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan bagaimana penerapan asas kerahasian  terhadap sistem e-voting 

dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah. 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan sebagai media 

belajar bagi peneliti dalam memecahkan masalah dan khususnya dalam 



7 

 

   

 

menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan 

terobosan baru dengan hadirnya sistem e-voting sebagai bagian dari 

perkembangan teknologi informasi dan dengan tetap menjaga asas 

pemilihan yang bersifat kerahasiaan guna mewujudkan pemilihan 

Kepala Kampung yang demokratis 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan 

informasi bagi aparat pemerintahan kampung agar lebih maksimal 

dalam menerapkan serta mengembangkan metode e- voting dan 

diharapkan mampu memenuhi unsur-unsur dalam pemilihan sehingga 

tercipta penyelenggaraan pemilihan kepala kampung yang demokratis. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya 

dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sukma Dewi, pada tahun 2016 

dengan judul “Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: pertama, bahwa 

penerapan electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dapat 

dikatakan efisien, memuaskan, dan dapat beradaptasi. Dengan 
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menggunakan e-voting menunjukkan bahwa biaya pilkada yang 

diperlukan hanya mencapai 40 persen dari biaya pilkada secara manual. 

Dapat dikatakan memuaskan karena masyarakat yang merasakan dari 

program e-voting ini mengaku cukup puas dengan diterapkannya 

electronic voting dalam pemilihan kepala desa saat ini. Dapat dikatakan 

dapat beradaptasi karena pemerintah dalam hal ini sudah bekerja cukup 

baik dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan menggunakan 

e-voting dari mulai pelatihan, sosialisasi, perangkat, dan lain-lain. Kedua, 

faktor pendukung dari pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng adalah Perangkat Elektronik atau Infrastruktur 

Telekomunikasi dan ketersediaan dana dan anggaran yang sejauh ini 

sudah cukup memadai dan memfasilitasi dalam hal pelaksanaan 

pemilihan kepala desa menggunakan electronic voting dan faktor 

penghambat dari pemilihan kepala desa di Desa Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng adalah Sumber Daya Manusia dimana SDM yang ada masih 

belum tercukupi dan belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-

baiknya sehingga terjadii beberapa masalah.
9
  

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-

sama membahas terkait penerapan sistem e-voting di dalam pemilihan 

Kepala kampung sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu lebih 

terfokus pada efektifitas sistem e-voting yang dimplementasikan dalam 

                                                 
9
 Afni Fauziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,” 2019. 
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pemilihan kepala desa, lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan dalam 

penelitian yang saya tulis berfokus pada asas kerahasian dalam menjaga 

integritas pemilihan yang demokratis dengan metode e-voting dalam 

pemilihan kepala kampung. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali 

Gea & Nur Muniifah dengan judul penelitian "Penerapan Asas Pemilu 

Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024" Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa sistem E-voting dalam pemilihan umum 

merupakan sistem yang lebih efektif digunakan dan telah memenuhi 

prinsip pemilu yaitu Luber Jurdil, sehingga dalam penyelenggaraan E-

voting dapat di bentuk sebuah regulasi secara khusus dan eksplisit, baik 

itu dalam bentuk undang-undang maupun Perppu. Agar nantinya dalam 

pelaksanaan memiliki regulasi dan legitimasi yang mengikat dan jelas 

sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
10

  

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-

sama membahas tentang penerapan pelaksanaan sistem e-voting dan 

terkait penerapan asas luber jurdil, sedangkan perbedaannya penelitian 

terdahulu membahas terkait penerapan asas pemilu terhadap pelaksanaan 

sistem pemilu E-voting, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada 

penerapan asas kerahasian di dalam sistem e-voting. 

                                                 
10

 Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, dan Nur Muniifah, “Penerapan Asas 

Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024,” Jurnal Ilmiah 

Penegakan Hukum 9, no. 1 (30 Juni 2022), https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491. 
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3. Penelitian yang dilakukan Fernandes Simangunsong & Taufiq Anshari 

Rasak Dengan Judul Penelitian ”Kinerja Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-

Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus 

Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I)”  

 Hasil penelitian, menunjukkan bahwa kinerja BPMPD dalam 

pilkades e-voting telah berjalan dengan baik. Setiap indikator pengukuran 

dari kinerja BPMPD yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak 

telah terpenuhi capaiannya, di samping itu terdapat proses hubungan yang 

baik dan saling terkait dari indikator awal (masukan) hingga ke indikator 

akhir (dampak) yang memperlihatkan kualitas kinerja BPMPD sehingga 

tercipta pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun 

terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya 

kompetensi pegawai, gangguan peralatan dan rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk 

menanggulanginya dan secara umum hambatan- hambatan tersebut tidak 

mengganggu pencapaian kinerja BPMPD secara keseluruhan.
11

 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan penelitian ini sama-

sama meneliti terkait kinerja penerapan e-voting dalam pemilihan kepala 

                                                 
11

 Fernandes Simangunsong Dan Aufiq Anshari Rasak, “Kinerja Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi 

Selatan (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I),” Jurnal Ilmu Politik 

Dan Komunikasi Volume Vi No. 1 (Juni 2016). 
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kampung serentak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

lebih terfokus pada kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa 

serentak melalui metode e-voting, Sedangkan penelitian lebih berfokus 

pada implementasi asas demokrasi dalam penerapan asas kerahasian 

terhadap sistem e-voting dalam pemilihan kepala kampung. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penerapan Asas Kerahasian 

1. Pengertian Asas Kerahasian 

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas merupakan suatu 

dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-

cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian 

perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Konsep 

asas secara dasar dapat diartikan sebagai kerangka abstrak, karena belum 

menentukan metode spesifik atau konkrit untuk implementasinya.
1
 

Rahasia, artinya dalam memberikan hak pilihnya pemilih dijamin 

tidak ada yang tau dengan cara apa pun suaranya diberikan. Para pemilih 

memberikan suara mereka tanpa ada yang tahu siapa yang mereka pilih.
2
 

Declaration On Criteria For Free And Fair Elections yang diadopsi dari 

the Inter- Parliamentary Council at its 154th Session (Paris, 26 March 

1994) asas kerahasiaan sangat penting dalam proses pemilihan.
3
 Asas 

kerahasian dalam pemilihan termasuk dalam kelompok voting and election 

rights. Jadi, asas rahasia merupakan suatu upaya dalam menjaga integritas 

pemilihan agar tetap berjalan di koridor demokrasi substansial, dalam 

memberikan suaranya, pemilih akan dijamin kerahasiannya dalam 

                                                 
1
 Konsep asas menurut Sudikno Mertokusumo, 2010, hal 42 dikutip dari jurnal e-

journal.uajy.ac.id. 
2
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum,”. 

3
  Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan 

Berintegritas oleh Sun Fatayati. Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017. 
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menentukan pilihannya  dan memiliki hak untuk memilih tanpa diketahui 

orang lain kepada siapa suara kita di berikan, sehingga setiap warga negara 

memiliki hak keaamanan yang dijamin oleh negara agar setiap warga 

negara  dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. 

2. Tujuan Asas Rahasia 

Tujuan kerahasiaan bukanlah kelompok pendukung yang siap 

perang. Pelanggaran prinsip ini berujung pada penyerangan dan kubu 

pendukung yang membalas dendam karena tidak memilihnya. Saat 

kelompok pendukung terbuka terbentuk, mereka saling berhadapan dan 

menjadi perselisihan antar kelompok misalnya, saling menghina seolah-

olah kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati 

hilang ketika tidak ada rahasia yang disimpan dalam penyelenggaraan 

pemilu.
4
 

 

B. Sistem E-voting 

1. Pengertian E- Voting 

Electronic voting merupakan suatu metode pemungutan suara dan 

penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan 

perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting yaitu 

menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan 

penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem 

yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan e-voting 

                                                 
4
 Jam berita ”Rahasia, Asas Pemilu yang Dilanggar,”. 

https://jamberita.com/read/2019/01/31/5947325/rahasia-asas-pemilu-yang-dilanggar-/. (diakses 

tanggal 12 Mei 2023). 
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penghitungan suara lebih cepat, biaya cetak surat suara dapat dihemat, 

pemungutan suara lebih mudah, dan alat dapat digunakan berkali-kali.
5
 

konsep e-voting yang diungkapkan oleh beberapa tokoh seperti: 

Menurut Kundiana definisi e-voting yaitu metode pengumpulan 

suara menggunakan perangkat elektronik.
6
 Menurut Kersting dan 

Baldersheim e-voting menitik beratkan pada aspek penggunaan hak pilih, 

dimana e-voting dapat diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam 

sebuah pemilihan yang didukung oleh peralatan elektronik.
7
 Menurut 

Internasional IDEA secara khusus memberikan definisi e-voting dengan 

memfokuskan pada sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau 

pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendumnya melibatkan 

teknologi informasi dan komunikasi.
8
  

Maka peneliti memberi kesimpulan bahwa metode e-voting 

merupakan pemilihan suara yang didukung dengan sistem yang  berbasis 

elektronik sehingga memberikan dampak yang lebih efisien dan praktis 

sehingga dinilai lebih memudahkan dalam pemilihan maupun pemungutan 

suara. 

 

                                                 
5
 “BPPT Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. 2017, Teknologi E-Voting Untuk 

Pemilu 2014,” Diambil Dari Http://Www.Bppt.Go.Id/Index.Php/Terkini/ 58-Teknologi-

Material/425-E-Voting- Untuk-Pemilu-2014 (13 Januari 2017). Sebagaiamana Dikutip Di Dalam 

Jurnal Teknik Informatika Vol. 10 No. 1, 2017  . 
6
 Kundiana, dirujuk dari Ikhsan Darmawan,dkk “Memahami E-Voting: Berkaca dari 

Pengalaman Negara- negara Lain dan Jembrana (Bali),” Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 

2014, 2. 
7
 Kerstind,Baldershein, “Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara 

Lain dan Jembrana (Bali),” Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, 2. 
8
 International IDEA, “Introducing Electronic Voting: Esential Consideration,” 

Stockholm:International IDEA, 2011,  6. 
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2. Manfaat E- Voting dan Kelebihan E- Voting 

a. Manfaat e-voting 

Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

yang timbul dari pemilu yang diadakan secara manual sebagai berikut :  

1) Mempercepat penghitungan suara 

2) Hasil penghitungan suara lebih akurat 

3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara 

4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara 

5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai 

keterbatasan fisik (cacat) 

6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan 

waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) 

7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa 

8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan 

pilihan suara 

9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih 

misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang 

telah diatur.
9
 

b. Kelebihan e-voting 

Secara garis besar, model penggunaan hak pilih dengan cara 

electronic voting. Memiliki sejumlah kelebihan, yaitu : 

 

                                                 
9
 Afni Fauziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,” Universitas Negeri Semarang, 2019, l 24-

25. 
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1) Lebih Efisien 

Secara filosofis, penyelenggaraan pemilu yang benar 

mengikuti prinsip efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi berarti secara 

komparatif biaya dan waktu dapat dihemat dengan menggunakan 

pemungutan suara elektronik. Pemungutan suara dengan surat 

suara dianggap tidak efisien karena membutuhkan banyak kertas, 

dan kertas tersebut biasanya dibuang tidak digunakan kembali 

pada pemilu berikutnya sebagai dampaknya, maka memilih 

dengan menggunakan kertas suara tidak efisien dalam hal biaya. 

Di lain sisi, dapat dikatakan bahwa mesin pemungutan suara e-

voting lebih efisien karena dapat menggunakan pola yang 

digunakan beberapa kali dalam satu perangkat yang sama.  

Selain itu, pemungutan suara elektronik lebih efisien dari segi 

waktu. Yang terpenting, proses penghitungan suara mencapai 

efisiensi waktu setelah pemungutan suara selesai. Dibandingkan 

dengan menggunakan perhitungan manual, perbedaan waktu 

dengan model e-voting cukup signifikan. E-voting hanya 

membutuhkan waktu sekitar 10 menit, voting manual 

membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Ini tidak termasuk waktu 

ekstra untuk menangani keberatan yang mungkin diajukan 

kandidat dan tim kampanye selama penghitungan suara. 
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2) Lebih Akurat 

Ketepatan, kecepatan, dan keakuratan pemilu merupakan hal 

penting dalam demokrasi modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

telah terjadi pemilu dimana baik calon, tim sukses maupun KPU 

melakukan kecurangan yang berujung pada hasil pemilu yang 

tidak benar.  Ada yang modelnya dengan “bermain mata” antara 

calon dengan penyelenggara pemilu ataupun model- model 

pelanggaran lain. Dalam hal pemungutan suara elektronik, 

pemungutan suara elektronik bisa jauh lebih akurat asalkan 

didukung oleh Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) yang baik. 

konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara perhitungan 

manual.
10

 

 

3. Metode E- Voting 

Terdapat sejumlah model pemilihan e-voting dan penghitungan suara 

yang menawarkan taraf kepercayaan serta daya tahan yang tinggi terhadap 

pelaksanaan Pemilu. 

a. Direct Recording Electronic (DRE)  

DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung 

elektronik dapat disertai atau tidak disertai oleh bukti data dokumen 

(VVPAT, atau voter- verified paper audit trail). VVPAT merupakan 

bukti fisik asal suara yang diberikan 

 

                                                 
10

 Ibid., 20-22. 
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b. Optical Mark Recognition (OMR) 

Sistem OMR didasarkan pada pemindai yang mengenali pilihan 

pemilih menggunakan surat suara khusus yang dapat dibaca 

mesin. Sistem OMR dapat berupa surat suara Central Count Optical 

Scanning (CCOS), di mana surat suara dipindai dan dihitung di pusat 

penghitungan terpisah, atau Precinct Count Optical Scanning (PCOS), 

di mana surat suara dibacakan secara langsung di TPS yang sedang 

dipindai dan dihitung sebagai pemilih Masukkan ke dalam mesin 

pemungutan suara.   

c. Elecronic Ballot Printers (EBP) 

EBP mirip dengan mesin DRE dan menghasilkan kertas yang 

dapat dibaca mesin atau token elektronik yang berisi keputusan 

pemilih. Token ini dimasukkan ke dalam pemindai pemungutan suara 

terpisah yang menghitung suara secara otomatis. 

d. Internet Voting 

Sistem internet voting mengirimkan suara melalui internet ke 

server penghitungan pusat. Suara dapat diberikan baik dari komputer 

publik atau dari kios pemungutan suara di tempat pemungutan suara 

ataulebih umum dari komputer mana pun yang terhubung dengan 

jaringan internet. 

Dalam versi lain disebutkan bahwa e-voting secara garis besar dapat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu internet voting dan non-internet voting. 

Untuk internet voting sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yakni : 
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a. Internet poll site voting. Internet ini digunakan untuk mengirimkan 

data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke penyelenggara pemilu 

lokal, regional, dan pusat. Jenis pemungutan suara ini bekerja di 

komputer publik dan sesuai dengan sistem pemungutan suara berbasis 

mesin. TPS berkomunikasi dengan kantor pusat penyelenggara pemilu 

terutama melalui internet.  

b. Kiosk voting. Dengan cara ini pemilih memiliki kesempatan  

Menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di tempat umum 

seperti perpustakaan, sekolah atau pusat perbelanjaan. Karena 

penyelenggara pemilu tidak bisa memantau semua proses pemilu, 

diperlukan alat khusus seperti tanda tangan untuk validasi elektronik 

smart card, pemeriksaan sidik jari, dll.  

c. Internet voting merupakan menggunakan hak pilih melalui media 

online. Dengan pemungutan suara online, pemilih dapat menggunakan 

hak pilihnya di rumah atau di tempat kerja (kantor). Teknologi 

pemungutan suara online membutuhkan perangkat lunak dan alat lain 

seperti smart card. 

Sementara itu, pemungutan suara di luar internet memerlukan 

perangkat elektronik lainnya, antara lain mesin pemungutan suara, 

pemungutan suara SMS, pemungutan suara telepon, interactive digital 

television voting .
11

 

 

                                                 
11

 Paisal S.  Alparidji, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di 

Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016” 

(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 57-59. 
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4. Prinsip E- Voting 

Waluyo menjelaskan, untuk benar-benar menerapkan e-voting dan 

agar hasil pemilu dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat, diperlukan 

penerapan electronic voting selain prinsip Luber dan Jurdil yang berlaku 

dalam sistem pemilu saat ini. harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut : 

a. Eligibility and Authentication (Kelayakan dan Otentikasi), pemilih 

hanya berwenang harus dapat memilih 

b. Uniqueness (Keunikan), pemilih hanya dapat memilih satu 

c. Accuracy (Ketepatan), sistem pemilu harus mencatat suara dengan 

benar 

d. Integrity (Integritas), orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, 

atau dihapus tanpa deteksi 

e. Reability (Keandalan), sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa 

kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai 

kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total 

komunikasi Internet 

f. Secrecy (Kerahasiaan), tidak ada yang harus dapat menentukan 

bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat 

membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi 

penjualan orang atau paksaan) 

g. Flexibility (Keluwesan), peralatan pemilu harus memungkinkan untuk 

berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon, 
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pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai 

platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang 

cacat 

h. Convenience (Kenyamanan), pemilih harus dapat memberikan suara 

cepat dengan peralatan minim atau keterampilan 

i. Certifiability (Sertifikasi), sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat 

terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang 

persyaratkan 

j. Transparency (Transparansi), pemilih harus mampu memiliki 

pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara 

k. Cost-effectivenes (Efektivitas biaya), sistem pemilu harus terjangkau 

dan efisien.
12

 

 

5. Kelemahan E- Voting 

a. Jika timbul situasi di mana penyelenggara pemilu tidak memiliki 

informasi yang memadai tentang pemungutan suara elektronik, 

pemungutan suara elektronik akan gagal. Misalnya, Moynihan 

khawatir kegagalan teknologi pemungutan suara elektronik akan 

merusak legitimasi pemilu.  

b. Pemungutan suara elektronik dapat ditolak oleh beberapa kelompok 

pemilih (misalnya pemilih yang lebih tua). Penelitian oleh Roseman, 

Jr. Dan Stephenson pada pemilihan gubernur Georgia menunjukkan 

                                                 
12

 Erwin Aditya Pratama, “Fenomenologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik 

Voting,” Diktum: Jurnal Ilmu Hukum,., doi:10.24905/diktum.v10i1.114. 



22 

 

   

 

bahwa pemilihan teknologi tinggi (e-voting) terbukti tidak cukup 

populer di kalangan pemilih yang lebih tua (diatas 65). Perangkat e-

voting juga bisa sangat sulit digunakan untuk beberapa pemilih. Jika 

semua suara ditunjukkan kepada pemilih (perangkat yang 

menunjukkan "seluruh distrik"), mesin pemungutan suara elektronik 

bisa seukuran lemari es. Adanya alat tersebut bagi penyandang 

disabilitas, seperti tuna netra atau pemilih yang bertubuh lebih kecil 

dari alat pemungutan suara elektronik dan yang memiliki kesulitan 

fisik dalam menggunakan alat pemungutan suara elektronik.  

c. Persoalan mendasar yaitu menyangkut jaminan kerahasiaan. 

Penggunaan teknologi dalam sistem pemungutan suara elektronik 

(misalnya penggunaan mesin) menimbulkan pertanyaan tentang 

bagaimana memastikan keberhasilan pilihan pemilih.  

d. Jaminan keamanan dan kebebasan memilih (bebas dan adil). Menurut 

Kersting dan Baldersheim, pemilu yang bebas ditandai dengan tidak 

adanya manipulasi dalam proses pemilu. polemik dalam pemilu 

dengan metode manual sudah lumrah unsur kerahasiaan, kebebasan 

dan keamanan dibawa oleh penyelenggara pemilu dan siapa yang 

bertanggung jawab dalam pemilu elektronik (khususnya pemilu 

online). 

e. Kesepakatan akan standar e-voting merupakan hal yang sangat penting, 

namun standar mesin e-voting yang akan digunakan belum tentu 

disepakati bersama sehingga jika pengadaan mesin e-voting tidak 
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memakai standar yang disepakati bersama bisa saja terjadi delegitimasi 

terhadap proses, protes dan juga hasil sebuah pemilu.
13

 

6. Dasar Hukum E- Voting 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan putusan 

terhadap gugatan yang diajukan oleh Bupati Jembrana, I Gede Winasa. 

Putusan MK 147/PUU-VII/2009 berbunyi: “Pasal 88 UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional 

bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga 

kata ‘mencoblos’ dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 diartikan 

pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai 

berikut:  

1) Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil 

2) Daerah yang menetapkan metode e-voting sudah siap dari sisi 

teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat 

lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta 

persyaratan lain yang diperlukan. 

b. Pasal 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik : 

 

                                                 
13

 Afni Fauziah Nurzaen, “Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,” 2019, 22–24. 
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(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia. 

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan 

sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

untuk:  

(a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam 

bentuk tertulis; dan 

(b) surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang 

harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta.
14

 

 

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati Dan Walikota Pada,  Pasal 85 Ayat (1), (2) dan (3) telah 

mengatur tata cara pemungutan suara secara elektronik voting, 

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: 

a) memberi tanda satu kali pada surat suara; atau 

b) memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara 

elektronik. 

(2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, 

akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan Pemilihan. (2a) Pemberian suara secara 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah 

Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat 

berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.
15

 

 

d. Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

                                                 
14

 Paisal S.  Alparidji, “pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Metode Elektronik Voting Di 

Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No.41 Tahun 2016” 

(Universitas Islam Indonsia Yogyakarta, 2018), 59–60. 
15

 Divisi Hukum dan Humas, “Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” 

Bawaslu Provinsi Riau. 
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Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung 

Dalam pasal 3A: 

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dapat dilakukan 

secara elektronik dan/atau manual. 

(2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara elektronik 

dilakukan secara bertahap. 

(3) Tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati
16

 

 

e. Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan 

kepala kampung, dalam bab VI pemilihan kepala kampung secara 

elektronik ( e-voting) pada pasal 59: 

(1) Pemilihan Kepala Kampung secara E-Voting dilaksanakan 

setelah memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan 

yaitu : 

(a) Payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang 

mengatur Pemilihan Kepala Kampung secara e-voting 

(b) Pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim 

Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim 

Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia 

Pemilihan Kepala Kampung 

(c) Pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dan Tim Teknis 

oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(d) Pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesifikasi 

perangkat e-voting yang meliputi : PC All In One, Printer 

POS, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, 

Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC 

(Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan 

Komputer PC 

(e) Sosialisasi dan/atau simulasi kepada pemilih sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali di setiap kecamatan dan atau 

Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung 

 

 

 

                                                 
16

 Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemilihan 

Kepala Kampung,. 
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(f) Pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pemilihan Kepala 

Kampung oleh Operator dan/atau Tim Teknis Kabupaten. 

(2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kampung 

(2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 

yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kampung.
17

 

 

                                                 
17

 Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung, t.t. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Terdapat dua jenis penelitian jika mengacu pada tradisi peneltitian 

hukum, yakni secara normatif dan empiris. Metode penelitian normatif 

atau doktriner merupakan penelitian yang mengkaji pada peraturan- 

peraturan tertulis, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
1
 Sedangkan penelitian empiris 

merupakan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber 

data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris 

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku 

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu 

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
2
 

2. Sifat Penelitian 

Penulisan penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif-

empiris. Metode penelitian normatif karena objek dalam penelitian ini 

berupa regulasi serta di dukung dengan penambahan data unsur empiris 

guna mengetahui praktik pelaksanaan yang terjadi telah sesuai aturan. 

 

 

                                                 
1
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)., 35. 

2
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2003), 43. 
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat 

diperoleh.  Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer  yang diperoleh secara langsung dari sumber utama baik 

dari individu atau perseorangan seperti perilaku warga masyarakat yang 

dilihat melalui penelitian seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
3
 Dalam penelitian ini, 

peneliti menjadikan kepala TTU bapak Luhur  Hantariksa Jaya,Tim 

Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim 

Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Kampung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
4
 Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data 

yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan 

bacaan  yang terdiri dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, 

jurnal hukum, karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya yang 

berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                 
3
 Soerjono  Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum., 25. 

4
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 116. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dimana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sejelas mungkin kepada subjek penelitian 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan.
5
 Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tim TTU, tim 

TTL dan ketua KPPS 

2. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan  teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia, sumber ini terdiri 

dari SK, berita acara,  dokumen.
6
 Dokumen ini merupakan data kongkrit 

yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul 

penelitian dan sebagai sumber informasi. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

                                                 
5
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta :: 

Rineka Cipta, 2011), 105. 
6
 I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan, Cet. 1 (Bandung: Nilackra,  2018),. 65. 
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dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
7
 Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif  kualitatif, yakni data 

yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan  langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Data   penelitian   diklasifikasikan   sesuai   dengan   permasalahan 

penelitian.  

2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.  

3. Data  yang  telah  disistematisasikan  kemudian  dianalisis  untuk  

dijadikan pijakan dalam mengambil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Sugiyono, Metode Penelitin Kuantitatif Dan R&D,  Cet IV., (Bandung: Alfabeta, 2008)., 

244. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

1. Sejarah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

Kampung Wates Berdiri pada tahun 1936 yang dirintis oleh Alm 

Buang, Musro, Sarwi, Jamari dan beberapa orang terdahulu. Pada saat itu 

Wates masih menginduk pada Kampung Gunung Sugih, Kawedanan Way 

Septih Kabupaten Lampung Tengah. Wates saat itu disebut Kampung 

Sukajawa kemudian dengan perubahan jaman, aslinya jaman dulu Wates 

ini adalah namanya Perigi, Penduduk Kampung Wates dari beragam suku 

Lampung, Sunda, penduduk kampung wates mayoritas menganut agama 

Islam dengan mata pencarian yaitu sebagia petani, buruh dan PNS. Hasil 

bumi di Kampung Wates meliputi: padi, jagung, singkong. Kampung 

Wates terdiri dari 8 dusun yaitu Perigi, Dwi Mulya, Tri Rahayu, Sri Rejo, 

Karang Rejo, Banyuwangi, Bumirejo, Karang Sembung.
1
 

Tabel 4.1 

Masa Kepemimpinan Kepala Kampung di Kampung Wates 

No. Tahun Nama Kepala Kampung 

1 1951 - 1956 SARWIK 

2 1956 - 1968 SARWIK 

3 1968 - 1969 MANGKU DIHARJO 

4 1969 - 1972 HASIM MAKRUF 

5 1972 - 1974 SUWANDI 

6 1974 - 1981 ALAM BATIN HASAN 

7 1981 - 1989 ALAM BATIN HASAN 

8 1989 – 1990 M. SOHARI 

                                                 
1
 SID  Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. 
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9 1990 - 1999 SUMINTO 

10 1999 - 2001 M. SOHARI 

11 2001 – 2001 NARYANTO 

12 2001 – 2003 M. SOHARI 

13 2003 – 2008 WAHYU BINTORO 

14 2008 – 2009 Drs. Hi. SUGANDI 

15 2009 – 2015 SAHRI ISKANDAR 

16 2015 – 2016 MIRSEPTOWI, S.IP, MM 

17 2016 – 2022 WAHYU BINTORO 

18 2022 - 2022 GALIH PRAMONO, S.S 

19 2022 - 2027 DENI APRIYANTO 

 

2. Keadaan Geografis Kampung Wates 

a. Luas Wilayah
2
  

 
Kampung Wates merupakan salah satu kampung di Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang pada awalnya 

kampung ini diberi nama kampung  prigi. Luas Wilayah kampung 

wates kurang lebih 305 ha. Dengan rincian sebagai berikut: 

                                                 
2
 Ibid. 
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1) Pemukiman : 125  ha 

2) Pertanian Sawah : 178 ha 

3) Ladang/tegalan : 20 ha 

4) Hutan : - ha 

5) Rawa-rawa : 2 ha 

6) Perkantoran : 0,25 ha 

7) Sekolah   : 3,60 ha 

8) Jalan : 62,45 ha 

9) Lapangan sepak bola : 1,70 ha 

Total   : 305 ha 

b. Batas Wilayah 

Sebelah Utara  : Kampung  Bumi Ratu 

Sebelah selatan  : Kampung  Sukajawa 

Sebelah Barat  : Kampung  Kesuma Dadi 

Sebelah Timur  : Kampung  Sukajadi  

c. Jarak dari pusat pemerintahan  

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat :    4 KM 

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :  15 Menit 

Jarak ke ibu kota kabupaten :  12 KM 

Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten :  45 Menit 

d. Jumlah penduduk  

1) Laki-laki : 2147 jiwa 

2) Perempuan : 1991 jiwa 
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e. Tingkat pendidikan masyarakat 

1) Sekolah dasar : 900 

2) SMP : 784 

3) SMA/SMU : 996 

4) Diploma I/II : 25 

5) Akademi/ diploma III  : 44   

6) Sarjana : 124 

7) Pascasarjana : 2        

          

f. Jumlah Agama 

1) Islam : 3978 

2) Kristen : 24 

3) Khatolik : 54 

4) Hindu : 10 

5) Budha : 72  
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g. Jumlah pekerjaan 

1) Belum bekerja : 1065 

2) Mengurus rumah tangga : 825 

3) Pelajar/ mahasiswa : 737 

4) Pensiunan : 8 

5) Pegawai negeri sipil (PNS) : 56 

6) Tentara nasional indonesia : 3 

7) Kepolisian RI : 6 

8) Perdagangan : 6 

9) Petani/pekebun : 464 

10) Nelayan/perikanan : 1 

 

3. Visi dan Misi Kampung Wates 

a. Visi Kampung Wates 

Tertib 

Suatu kondisi yang mengedepankan ketertiban baik di bidang 

pelayanan administrasi keuangan serta tertib dalam lingkungan 

masyarakat. 

Sejahtera  

Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok masyakat sandang, 

pangan dan papan serta kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang layak. 
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Nyaman  

Suatu kondisi dimana masyarakat dalam beraktifitas ada rasa 

kedamaian dan kesejukan serta ketentraman berdasarkan supermasi 

hukum yang berkeadilan yang terjamin. 

Aman  

Suatu kondisi yang menjamin terciptanya suasana yang kondusif 

serta terhindar dari ancaman Tantangan, Hambatan dan Gangguan ( 

ATHG ) untuk itu perlu adanya sistem keamanan lingkungan melalui 

ronda di masing-masing lingkungan / Dusun/ RT 

Maju  

Suatu kondisi yang menggambarkan tinggi kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) tingginya tingkat perkembangan ekonomi dan 

kemakmuran, berkembangnya sektor usaha, serta memiliki sistem 

kelembagaan dan hukum yang mantap 

Mandiri  

Suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai hak dan 

kesempatanm yang sama untuk berusaha dan bertkarya dengan 

memanfaatkan potensi dan skill yang ada. Untuk itu perlu adanya 

pemeberdayaan masyarakat dan membentuk pada Badan Usaha Milik 

Kampung ( BUMK ) menuju perekonomian kerakyatan. 
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Integritas  

Suatu kondisi yang mencerminkan untuk kualitas pelayanan 

aparatur Kampung dalam melayani masyarakat dengan jujur punya 

karakter dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
3
 

 

b. Misi Kampung Wates 

a. Menjadikan Pemerintahan Kampung yang baik, Tertib, mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan 

bermasyarakat 

b. Meningkatkan rasa persatuan dan Kesatuan Masyarakat melalui 

kedekatan keagamaan, sosial budaya, politik, hukum serta 

pemahaman NKRI 

c. Memotifasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan 

berperan aktif dalam mewujudkan program pembangunan 

kampung baik fisik maupun non fisik 

d. Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang seimbang, selaras 

dan serasi 

e. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mandiri, berbudaya, 

berakhlak, unggul dan berdaya saing 

f. Mendorong dan meningkatkan aktifitas perekonomian menuju 

ekonomi kerakyatan, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik kampung 

(BUMK) 
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g. Mendorong Masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan 

kampung wates yang bersih, nyaman, aman, ,melalaui kegiatan 

gotong royong dan siskamling.
4
 

4. Data Perangkat Kampung Wates 

Tabel 4.2 

Perangkat Kampung Wates 

No Nama Jabatan 

1 Deni Apriyanto Kepala Kampung 

2 Aida Fitriani Sekertaris Kampung 

3 Maulana Lutfi S Kasi Pemerintahan 

4 Supriyanto Kasi Pelayanan 

5 Luhur Hantariksa Jaya Kasi Kesejahteraan 

6 Endang Wijiati Kaur Keuangan 

7 Widi Hariadi Kaur Umum 

8 Ika Ratnasari Kepala Dusun I 

9 Bastian Prana Jaya Kepala Dusun II 

10 Albet Pratama Kepala Dusun III 

11 Supoyo Kepala Dusun IV 

12 Karsiman Kepala Dusun V 

13 Musofa Kamil Kepala Dusun VI 

14 Hadi Prayitno Kepala Dusun VII 

15 Seti Erly Wahyuni Kepala Dusun VIII 

16 Isni Nuriyah Estiana Staff Kaur Keuangan 

17 Reni Seftiana Staff Kasi Pelayanan 

18 Idho Faizi Maulana Operator Kampung 

 

                                                 
4
 Ibid. 
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B. Analisis Penerapan Pemilihan Kepala Kampung Sistem E-Voting Di 

Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

 

Penerapan merupakan suatu keputusan yang dituangkan melalui 

tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar 

mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan 

melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar.
5
 Pada 

umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau 

atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang 

mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala kampung. Akan tetapi 

dengan mengikuti perkembangan yang memanfaatkan teknologi di berbagai 

bidang, dengan hadirnya konsep pemilihan secara e-voting dalam 

implementasinya mengubah tata cara dalam penyelenggaraan pemilihan 

secara konvensional untuk menjadi modern.
6
 

Menurut Kersting dan Baldersheim, e-voting dapat diartikan sebagai 

menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat 

elektronik. Sedangkan menurut  badan pengkajian dan pengembangan 

teknologi (BPPT)  E-voting  merupakan sebuah  sistem  yang  memanfaatkan  

perangkat elektronik  dan  mengolah  informasi digital untuk  membuat  surat  

suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil 

                                                 
5
 Wahab, “Tujuan penerapaan Program” (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63. 

6
 Septianningsih dan Fildza Jiharani, “Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di 

Indonesia ditinjau dari Norma dan Etika e-voting,” INDEPENDEN 4 no 1 (April 2023): h. 25, 

http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen. 
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perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan 

menghasilkan jejak audit.
7
  

Berdasarkan pasal 85 ayat (2a) undang-undang No. 10 tahun 2016 

menyebutkan bahwa, Pemberian suara secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan 

kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat 

berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.
8
 Pelaksanaan pada Pemilihan  

Kepala Kampung Dengan Sistem E-Voting Di Kampung Wates Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ini diterapkan sesuai dengan 

adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.
9
 Serta adanya 

Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala 

Kampung, Dalam Bab VI Pemilihan Kepala Kampung Secara Elektronik (E-

Voting),
10

 dan Secara Teknis Telah Dijelaskan Di Dalam Keputusan Bupati 

Lampung Tengah  Nomor : 380/KPTS/ D.a. VI.13 /2022. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar acara simulasi 

Pemilihan Kepala Kampung Secara E-Voting Di Kabupaten Lampung Tengah 

bertempat di Balai Kampung Wates pada hari Jumat 25 Maret 2022. Dalam 

kesempatan tersebut hadir Bupati Lampung Tengah, Dirjen Bina 

                                                 
7
 Paisal S.  Alparidji, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Metode Electronic Voting di 

Desa Babakan Kecamatan Cisaeng Menurut Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2016." h. 54-

55. 
8
 divisi hukum dan humas, “undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.” 

9
 Peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 01 tahun 2022 Tentang Pemilihan 

Kepala Kampung. 
10

 Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung. 
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Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 

Forkopimda, Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Camat Serta Tamu 

Undangan.
11

 

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Dr. 

Yusharto Huntoyungo, M.Pd. mengatakan program ini merupakan terobosan 

yang telah digagas di tahun 2012 dan diaplikasikan di tahun 2013 saat ini 

diaplikasikan di 11 privinsi, 17 kabupaten dan 981 pilkades diseluruh 

indonesia.
12

 Sementara itu Bupati Lampung Tengah Bapak Musa Ahmad 

mengapresiasi terobosan tersebut.  

Sehingga penerapan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala desa di kampung wates bermula karena adanya program dari 

Kemendagri lalu turun ke Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan disetujui 

oleh Bupati lalu turun ke Kecamatan, BPD/BPK, PPS dan KPPS Kampung. 

Untuk Lampung Tengah yang sudah melaksanakan pemilihan dengan sistem 

e-voting sebanyak 5 kampung, dimana salah satunya adalah Kampung 

Wates.
13

 

Salah satu yang menjadi alasan Kampung Wates melaksanakan 

Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem e-voting karena kampung tersebut 

sudah menjalankan program smart village dan rawan konflik, namun yang 

melatar belakangi dilakukannya sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala 

                                                 
11

 “Wawancara dengan bapak maulana ludfi siswandi selaku ketua panitia pemilihan kepala 

desa kampung wates,” November 2023. 
12

 https://diskominfotik.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-pemerintah-kabupaten-

lampung-tengah-menggelar-acara-simulasi-pilkakam-secara-e-voting.html, Diakses pada tanggal  

22 November 2023. 
13

 “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.” 



42 

 

   

 

Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Kampung Wates Kecamatan Bumi 

Ratu Nuban karena kami mengikuti Peraturan Pemerintah dalam mengikuti 

perkembangan teknologi di era digitalisasi lalu melihat dari efisiensi dan 

efektivitas sistem e-voting.
14

 

Dalam Pemilihan kepala kampung terdapat petugas untuk membantu 

penyiapan sistem dalam pemilihan kepala kampung secara elektronik yang 

dibagi menjadi dua, yaitu Tim Teknis Utama yang  selanjutnya disingkat 

TTU dan Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL. Tim Teknis 

Lapangan merupakan tim teknis yang membantu ketugasan KPPS atau dalam 

penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik 

di TPS, sedangkan Tim Teknis Utama merupakan tim teknis yang membantu 

ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat desa dalam penyiapan sistem pemilihan 

kepala kampung secara elektronik.
15

  

Proses pembentukan panitia pemilihan dibentuk oleh panitia kampung, 

di kampung wates sendiri terdapat 8 dusun dan dalam pemilihan dibagi 

menjadi 6 tps masing-masing terdiri dari 5 orang panitia kampung dan 2 dari 

pihak linmas dengan dibantu oleh tim teknis utama dan tim teknis lapangan, 

disetiap tps terdapat satu tim teknis lapangan, untuk tim teknis utama di 

kampung wates diterjunkan dua orang. 

Dalam pembentukannya untuk tim teknis utama dan tim teknis 

lapangan dipilih langsung oleh Kabupaten, dan untuk tim teknis lapangan 

terdiri dari enam orang yang di diambil dari masing-masing kampung yang 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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mampu dibidang teknologi. Tim Teknis Utama dan tim Teknis Lapangan 

sebelum pelasanaan tugasnya, terlebih mengikuti pelatihan penggunaan 

sistem pemilihan kepala kampung secara elektronik dari lembaga yang 

berwenang.
16

  

Untuk tim teknis lapangan di bimtek langsung oleh tim ttu selama 3 

hari. Setelah terbentuk panitia tersebut, kemudian ada beberapa kali 

pertemuan di kabupaten, setelah itu lalu di buatkan SK. Untuk panitia tingkat 

kampung (KPPS) dibentuk dengan surat keputusan BPK, sedangkan untuk 

SK tim teknis utama dan tim teknis lapangan di bentuk dengan Keputusan 

Bupati.
17

 

Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan sistem e-

voting di Kampung Wates di setiap TPS hanya membutuhkan 8 orang yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Wates 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Tahun 2022 

No Nama Jabatan 

1 Drs. H. Dasio Priambodo Ketua 

2 Drs. Didik Purwanto Wakil Ketua 

3 Aida Fitriani Sekertaris 

4 Emsiati Anggota 

5 Liana Safitri Anggota 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung,. 
17

 Ibid. 
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Tabel 4.4 

KPPS Pada TPS 1 

No Nama Jabatan 

1 Maulana Ludfi Siswandi Ketua KPPS 

2 Aida Ayu Nestiana Petugas verifikasi 

3 Krisnanda Rexi Putri. D Petugas Generator 

4 Cahyono Petugas Bilik Tps Dan Kotak Barcode 

5 Sawiri Petugas Bilik Dan Petugas Tinta 

6 Fadhil Figo Ahmad. F Tim Teknis Lapangan 

7 Susilowati Menjaga Keamanan 

8 Agus Suprianto Menjaga Keamanan 

 

Kriteria untuk menjadi panitia tingkat dalam pemilihan kepala kampung 

sendiri yaitu yang paham tentang komputer namun tidak semua hanya 

diambil beberapa lalu yang lainnya umum.
18

 Berbeda dengan panitia tim 

teknis utama dan tim teknis lapangan yang memiliki pengetahuan mengenai 

teknologi informasi dan mampu mengoperasionalkan komputer dan /atau 

memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung
 19

 

Pendaftaran bakal calon kepala kampung di kampung wates yaitu 

dengan cara pendaftarannya sendiri datang ke Balai Kampung Wates untuk 

menemui panitia. Penetapan Kepala Kampung di Kampung Wates tidak ada 

tes tertulis dan tidak menggunakan seleksi yang ketat, yang penting telah 

memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Kabupaten lalu 

ketika berkas sudah masuk dan diseleksi lengkap maka dapat dinyatakan lolos 

secara administrasi, setelah itu dilakukan satu kali rapat pleno untuk 

menentukan nomor undian calon kepala kampung oleh panitia pemilihan di 

hadapan para calon atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon. 

                                                 
18

 “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.” 
19

 SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung. 
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Masa kampanye yang dibutuhkan hanya tiga hari dan dilakukan secara 

terbuka.
20

 

Penentuan dan penetapan daftar pemilih (DPT) melihat dari data disduk 

capil dan melihat unggahan di smart village kampung karena semua 

penduduk kampung melalui kartu keluarga sudah di input dan dimasukkan ke 

smart village dan  juga selalu di update setiap minggunya.
21

 Smart village 

merupakan istilah dengan artian desa cerdas jadi smart village itu desa yang 

mampu atau yang memiliki daya dukung, kapasitas, dan daya saing dalam 

memanfaatkan sumber dayanya dengan cara melalui pemanfaatan IPTEK 

serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. 

 Smart village  terjadi karena adanya janji gubernur dan wakil gubernur 

yang ke-30 yaitu dimana untuk meningkatkan literasi internet dan layanan 

perpustakaan bagi warga kampung, memfasilitasi digitalisasi administrasi  

desa, e-partisipations dengan melibatkan masyarakat  hingga pelosok 

perdesaan  dan itu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang RPJNB Provinsi Lampung.  

Smart village dituangkan kedalam sistem yang dibuat oleh komunitas 

open SID yaitu sistem informasi desa. untuk dapat membuka smart village 

tersebut maka bisa di akses di website SID Kampung Wates atau mrealui link 

                                                 
20

 “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.” 
21

 Ibid. 
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https://wates.lampungtengah.desa.id.
22

 Untuk penetapan DPT pada waktu itu 

ada sesi pertemuan seluruh calon kepala kampung dan panitia untuk 

menetapkan jumlah DPT dengan jumlah 3033 jiwa.
23

 

Pasca pemilihan selesai maka di kumpulkan di balai kampung, masing-

masing saksi diberi arahan bagaimanapun hasilnya harus siap menerima, dan 

hasil perhitungan setelah di print, maka saksi tanda tangan dan selesai. Tidak 

ada gugatan dari masing-masing calon, saksi, dan tim sukses. Alhamdulillah 

dalam pemilihan menggunakan sistem e- voting ini berjalan dengan kondusif 

dan sesuai harapan. 

Sebelum tiba masa pemilihan dengan sistem e-voting tim penyelenggara 

pemilihan kepala kampung melakukan sosialisasi terkait sistem e-voting bagi 

kampung yang melaksanakan sistem tersebut sosialisasi di lakukan selama 20 

hari. Di kampung Wates sendiri terdiri dari 8 dusun sosialisasi di setiap dusun 

dilakukan 1 kali pertemuan, namun jika terdapat masyarakat yang belum 

faham dan masih bingung terutama untuk kalangan lanjut usia maka akan 

diberi arahan kembali dan diperkenankan untuk menemui panitia pemilihhan 

di balai kampung.
24

  

Dengan adanya metode pemilihan secara e-voting maka perlu diatur 

mekanismenya secara jelas. Mekanisme pemberian suara dengan 

menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (e-voting), adalah 

berikut : 

                                                 
22

 “Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis Utama Lampung 

Tengah, Desember 2023,”. 
23

 “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala 

Desa Kampung Wates, November 2023.” 
24

 Ibid. 
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1. Pemilih datang ke lokasi TPS 

2. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk kemudian menyerahkan 

undangan atau E-KTP kepada petugas verifikasi 

3. Petugas  verifikasi meneliti  surat  undangan  dan  mencocokan dengan 

DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah 

belum menggunakan hak memilih 

4. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama 

pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah 

hadir menggunakan hak memilih  

5. Pemilih mendapatkan smart card  dari petugas generator untuk digunakan 

sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik 

6. Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang dalam 

keadaan sakit yang hadir di tps dan tidak dapat menggunakan pilihnya 

sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga, jika tidak ada 

anggota keluarga maka akan dibantu oleh anggota kppps dengan 

disaksikan oleh dua orang dari saksi calon kepala kampung dan 

dituangkan dalam berita acara. 

7. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus 

antri 

8. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card 

9. Pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu 

petugas bilik suara 
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10. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara 

elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada 

didalam bilik suara  

11. Setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh 

satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya  

12. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul 

lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam 

kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah dalam kotak, 

untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar Jika 

pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan  

tanda  warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat 

pada tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah dalam kotak 

13. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak, 

maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan 

hak memilih 

14. Jika pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda “X” warna merah 

dalam  kotak,  maka  layar  akan  kembali  ke  tanda  gambar  calon  untuk 

memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya 

15. Pemilih  yang  telah  menggunakan  hak  memilih  keluar  dari  bilik  

suara dengan  membawa  lembar  struk barcode dan  menyerahkan  smart  

card  kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang 

16. Pemilih memasukkan lembar struk barcode kedalam kotak suara atau 

audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan  
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17. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan 

18. Sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta yang 

disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak 

pilihnya. 

19. Seluruh hasil pemilihan akan langsung terproses atau terhitung secara 

otomatis ke dalam komputer.
25

 

Dalam pemungutan suara Pemilih Kepala Kampung dilaksanakan 

secara serentak dalam satu hari, sistem pemilihan secara elektronik dilakukan 

melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Dengan Lembaga/Instansi Pemerintah Atau Lembaga Non Pemerintah, 

Kampung yang melaksanakan sistem Pemilihan Kepala kKmpung secara 

elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib, 

apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, 

maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan perhitungan suara, setelah 

pemungutan suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani 

ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPPS serta dapat ditanda 

tangani oleh saksi calon, setelah berita acara pemungutan suara 

ditandatangani, ketua kpps memberikan penjelasan kembali mengenai 

mekanisme perhitungan suara.
26

 

Kelebihan dan kelemahan sistem e-voting, kelebihannya itu lebih 

praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama, lebih hemat biaya dan tidak 

                                                 
25

 SK Keputusan Bupati Lampung Tengah : Nomor 380/KPTS/D.a.VI.13 /2023 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung. 
26

 Ibid. 



50 

 

   

 

membutuhkan banyak panitia sehingga dapat dikatakan lebih efektif dan 

efisien. Sedangkan untuk kelemahannya bisa mengalami troubleshooting 

seperti tiba-tiba listrik down, alat print out menumpuk sehingga tidak keluar 

struk barcode. Namun alhamdulillah hal tersebut dapat diatasi dengan cepat 

dan kembali seperti semula tanpa harus mengulang dari awal.
27

   

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Wates 

dengan menggunakan sistem e-voting Kabupaten telah bekerjasama dengan 

PT BRIN. Karena PT BRIN adalah milik BUMN jadi Kabupaten bekerjasama 

dengan BUMN karena untuk menjaga kelegalan. Jadi segala peralatan e-

voting itu semua dari PT BRIN dengan cara sewa, sedangkatn untuk atk dan 

lain-lain dari Kabupaten.
28

  

Dalam Penerapan Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem e-voting 

dilaksanakan secara serentak pada 24 Agustus 2022. Total ada 82 Desa dari 

27 Kecamatan, 5 Kampung dilakukan secara elektronik dan 77 kampung 

masih dilakukan secara manual, salah satunya  yaitu kampung Wates 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Terdapat lima calon kepala kampung 

diantarannya yaitu, Bapak Suhendi Nomor Urut Satu, Bapak Wahyu Bintoro 

Nomor Urut Dua, Bapak Mugiarto Nomor Urut Tiga, Bapak Albet Pratama 

Nomor Urut Empat Dan Bapak Deni Apriyanto Nomor Urut Lima. Dari 

                                                 
27

 “Wawancara dengan Bapak Maulana Ludfi Siswandi Selaku Ketua Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates, November 2023.” 
28

 “Wawancara dengan bapak Luhur Hantariksa Jaya, selaku Kepala Tim Teknis Utama 

Lampung Tengah, November 2023,”  



51 

 

   

 

kelima calon tersebut yang memperoleh suara terbanyak adalah Bapak Deni 

Apriyanto Nomor Urut Lima yang memperoleh 992 suara.
29

  

 

C. Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting Dalam 

Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu 

Nuban 

 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Keputusan 

Menteri Desa Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan 

Pemilihan Kepala Desa Nomor 72 Tahun 2020. Pasal 1 angka 5  

menyebutkan: “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di desa dalam rangka memilih kepala desa yang besifat langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil”
30

 Pelaksanaan e-voting pada pemilihan Kepala 

Kampung Di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban berkaitan 

dengan asas-asas pemilihan demokrasi. Pemerintah mempunyai legitimasi 

mengenai pemilihan demokratis termasuk saat pelaksanaan pemilihan kepala 

kampung di kampung wates kecamatan bumi ratu nuban e-voting yang sudah 

memenuhi asas-asas pemilihan salah satunya asas rahasia.
31

  

Asas Rahasia berarti hak suara yang diberikan oleh masyarakat 

kampung wates  yang memilih bersifat rahasia tanpa diketahui oleh siapapun 

termasuk panitia pemilihan kepala desa di Kampung Wates Kecamatan Bumi 

Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang telah memenuhi asas rahasia 
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dalam sistem e-voting. Pada sistem manual biasanya keterjagaan rahasia suara 

terdapat pada bilik suara yang tertutup, sedangkan pada Pilkakam Wates  

dengan sistem e- voting keterjagaan rahasianya terdapat di bilik atau ruang 

pemungutan suara dengan sistem komputer.
32

  

Perangkat e-voting tersebut juga menyimpan data pemilih dalam smart 

card yang telah disediakan pada generator secara random tanpa terdapat data 

pemilih. Pada sistem e-voting dapat menunjang asas kerahasiaan karena 

kecanggihan sistem dalam menjaga data suara yang telah terinput tanpa dapat 

diketahui pihak manapun.
33

  

Untuk dapat menjaga asas kerahasiaan dalam pemilihan kepala 

kampung dengan menggunakan sistem elektronik mereka menggunakan 

sistem e-voting secara offline karena jika dilakukan secara online khawatir 

terjadi hacker yang menimbulkan kerahasiaan pemilih yang tidak terjamin 

jadi untuk memanipulasi suara atau mungkin kecurangan metode online itu 

sangat bisa, tapi jika dilakukan secara offline itu tidak bisa karena, hanya 

terfokus di  satu server dan servernya itu hanya ada di TPS. Kalaupun orang 

yang ingin mengambil datanya harus memakai colok kabelan sehingga 

otomatis  dia harus berada di dalam TPS.
34

 

Dalam pemilihan kepala kampung dengan menggunakan sistem e-

voting telah menggunakan sistem barcode untuk menjaga asas kerahasian dan 

keamanan pemilih agar pilihannya tidak diketahui oleh orang lain dan 
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barcode tersebut tidak bisa discan untuk melihat siapa memilih siapa namun 

di dalam barcode tersebut jika discan hanya berisi data calon kepala kampung 

bukan data pemiliih. Karena dalam barcode tersebut tidak akan terlihat siapa 

memilih siapa yang jelas nama dari calon kepala kampung sudah terpilih.
35

  

Dalam pemilihan akan keluar struk barcode dan akan dimasukan 

kedalam kotak audit atau kotak suara. Didalam sistem barcode selain tidak 

dapat discan untuk melihat siapa memilih siapa kotak yang berisi barcode 

tersebut tidak boleh dibuka setelah pemilihan dengan sistem e-voting 

meskipun dari pihak panitia, kabupaten yang meminta kecuali, apabila terjadi 

gugatan dari salah satu calon kepala kampung yang tidak terima dengan hasil 

suara yang di dapatkan  maka penggugat akan diberikan waktu selama 1x24 

jam untuk melayangkan gugatan dan itu harus di Pengadilan Negeri dan 

Kejaksaan. Maka untuk buka kotak barcode harus sesuai perintah dari 

Pengadilan.
36

 

Dalam Pemilihan Kepala Kampung dengan sistem e-voting terdapat 

panitia tim teknis lapangan yang akan membantu ketika terjadi kendala atau 

troubleshooting. Tugas dari tim teknis lapangan yaitu membuka dan menutup 

sistem e-voting dengan cara login menggunakan password yang telah 

ditentukan oleh kabupaten dan hanya tim teknis lapangan yang mengetahui 

itu, begitupun ketika menutup aplikasi pemungutan di semua mesin dengan 

menggunakan password yang telah diberikan, belum dilakukan pengitungan 

suara, para calon kepala desa ditawari apakah akan mengikuti proses 
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perhitungan atau memberikan kuasa pada saksi calon. Penghitungan suara 

dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dihadiri oleh saksi calon, panitia 

pemilihan kepala desa dan warga masyarakat. 

Penghitungan dilakukan dengan menekan menu “Lihat Hasil”, yang 

akan menampilkan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat. Hasil 

perolehan suara dicetak sebagai BA Hasil Pemungutan Suara dengan 

ditandatangani oleh ketua, sekretaris,dan salah satu anggota panitia pemilihan 

beserta 3 orang saksi calon di TPS. 

Lalu tim teknis lapangan kembali memindahkan data yang ada didalam 

komputer  tersebut kedalam flasdish setelah terpindahkan maka data yang ada 

di perangkat komputer akan di hapus dan di netralkan seperti semula. Ketika 

terjadi kendala atau troubleshooting tim teknis lapangan yang bertugas 

memperbaiki kendala tersebut dan masuk kedalam tps dengan syarat harus 

mendapat perintah dan izin dari Ketua Kpps dan disetujui oleh lima saksi dan 

dibuatkan berita acara, setelah itu baru tim teknis lapangan masuk dan mulai 

memperbaiki sistem yang terjadi kendala tersebut.
37

 Dan nantinya flasdish 

dan kotak barcode setelah memilih akan diserahkan di Kabupaten sebagai 

tanda bukti secara fisik. 

Hal ini dapat menjadi peraturan yang ketat untuk dapat masuk kedalam 

TPS, jadi yang boleh masuk kedalam tps hanyalah tim teknis lapangan itupun 

harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan jadi tidak sembarang orang 

bisa masuk dan ketika terjadi kendala tidak perlu khawatir bahwa pilihannya 
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akan hilang dan harus mengulang dari awal karena suara hasil setelah 

memilih akan tersimpan secara otomatis.
38

 

Untuk melihat bagaimana penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem 

e-voting dalam Pemilihan Kepala kampung peneliti menggunakan kusioner 

untuk melihat tanggapan masyarakat Kampung Wates terkait hadirnya sistem 

e-voting dalam Pemilihan Kepala Kampung. Menurut data yang peneliti 

terima mulai dari usia 19 tahun- 58 tahun mereka menunjukkan e-voting 

cukup membantu dan menjadi alternatif yang lebih praktis dan lebih modern 

dalam pemilihan bisa dengan mudah dipahami oleh masyarakat serta secara 

keamanan mereka mengatakan cukup terjaga dan rahasia.  

Namun ada beberapa warga kampung wates yang mengeluh terkait 

mekanisme pemilihan dengan sistem e-voting terutama untuk kalangan usia 

70 keatas sulit untuk memahami karena kurang mengerti dalam bidang 

teknologi dan ketika dalam pemilihan mereka harus mendapat dampingan 

untuk membantu dalam proses pemilihan secara e-voting.  

Namun hal itu tidak perlu di khawatrikan akan merusak penerapan 

kerahasian terhadap sistem e-voting dalam pemilihan karena hal itu sudah di 

jelaskan di dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah  Nomor : 380/KPTS/ 

D.a. VI.13 /2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Dengan Sistem E-Voting. 

Bahwasannya Pemilih lanjut usia, penyandang cacat jasmani, atau sedang 

dalam keadaan sakit yang hadir di tps dan tidak dapat menggunakan pilihnya 

sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota keluarga, jika tidak ada anggota 
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keluarga maka akan dibantu oleh anggota kpps dengan disaksikan oleh 2 

orang dari saksi calon kepala kampung dan dituangkan dalam berita acara. 

Untuk panitia pemilihan kepala kampung sebelumnya telah di 

sumpah|/janji oleh KPU untuk menjalankan tugas sebagai panitia dalam 

pemilihan kepala kampung sehingga dalam menjalankannnya sudah 

mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
39

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwasannya penerapan asas 

kerahasiaan terhadap sistem e-voting dalam pemilihan kepala kampung di 

kampung wates kecamatan bumi ratu nuban untuk sistem e-voting dalam 

menjaga penerapan kerahasiaan dapat dikatakan cukup mampu dalam 

menerapkan asas kerahasiaan dan keamanan dalam pemilihan, namun dalam 

menjaga asas kerahasiaan ketika memilih calon kepala kampung untuk 

masyarakat yang lanjut usia  maka perlunya pendampingan dalam pemilihan 

karena usia yang tidak memungkinkan mengerti terkait teknologi, sehingga 

itulah yang dikhawatirkan akan merusak dari penerapan asas kerahasiaan 

dalam pemilihan. 

Namun hal itu dapat diatasi dan meminimalisir untuk tetap menjaga 

keamanan pemilih. Lalu melihat efisiensi dari sistem tersebut sangat 

membantu dan meminimalisir kecurangan dalam pemilihan maupun dalam 

perhitungan suara. Melihat dari sistem e-voting yang cukup memadai dalam 

sistemnya karena telah dirancang semaksimal mungkin agar sistem e-voting 

layak untuk digunakan sesuia peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Kampung wates sendiri tenyata sudah mulai mengikuti era digitalisasi 

untuk kemajuan kampungnya, melihat data statistik yang menunjukkan 

banyaknya masyarakat kampung wates secara kesuluruhan, banyak 

masyarakat yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang universitas, 

banyaknya pekerja pns, untuk wilayah pun terbilang berada di pusat kota 

wates sehingga untuk dapat menerapkan akses digitalisasi tentunya sangat 

memungkinkan namun berbeda dengan kalangan yang lanjut usia karena 

keterbatasan dalam memahami terkait teknologi sehingga hal ini masih perlu 

dilakukannya solusi untuk kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa : 

Penerapan asas kerahasiaan terhadap sistem e-voting dalam Pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban  dapat dikatakan 

cukup dalam menjaga asas demokrasi yakni asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) yang salah satunya pada asas kerahasiaan 

dalam pemilihan. 

 Dalam perkembangan teknologi digitalisasi tentunya ini cukup bagus 

untuk diterapakan. Namun untuk  kalangan lanjut usia perlu adanya solusi atau 

alternatif dalam melakukan pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting 

khawatir akan merusak penerapan kerahasiaan dalam pemiliha, sehingga 

belum secara menyeluruh dapat dikatakan aman  untuk menjaga kerahasian 

dalam pemilihan. 

Pemilihan parlamen dengan sistem e-voting  dengan tetap menjaga asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah ditetapkan pada putusan 

MK 147/PUU-VII/2009 Pasal 88 yang menyatakan: menggunakan metode e-

voting dengan syarat kumulatif yakni tidak melanggar asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
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Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Kampung 

dan Peraturan bupati nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala 

kampung. Serta mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 

2020 pada pasal 1 angka 5 bahwasannya pemilihan kepala desa bersifat 

langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil. 

Selanjutnya Berdasarkan pasal 85 ayat (2a) undang-undang No. 10 

tahun 2016 menyebutkan bahwa, Pemberian suara secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 

mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan 

kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.   

 

B. Saran  

Berangkat dari analisis pelaksanaan pemilihan kepala kampung dengan 

sistem e-voting dan dampaknya tersebut terdapat beberapa saran yang 

sebaiknya dilakukan, yakni : 

Kepada pihak panitia penyelenggara pemilihan kepala kampung di 

kampung wates agar mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan sistem 

e-voting dalam pemilihan kepala kampung karena hal ini merupakan sistem 

yang baru pertama kali diterapkan dan harus memepertimbangkan atau 

mencari alternatif dalam pemilihan secara e-voting khususnya untuk kalangan 

lanjut usia yang tidak faham dibidang teknologi akan merasa kesulitan dan 

bingung ketika melakukan pemilihan sehingga khawatir penerapan kerhasiaan 

tidak dapat dijaga.  
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Kepada pihak tim teknis lapangan yang bertugas dalam pemilihan 

Kepala Desa Kampung Wates sebaiknya lebih mempersiapkan perangkat e-

voting dan mengeceknya kembali supaya pada saat perangkat e-voting 

digunakan tidak terjadi trouble atau eror seperti pada saat pemilihan Kepala 

Desa di kampung wates ketika berlangsung, sehingga tidak mengganggu 

proses pemilihan.  

Perlu adanya pemeretaan infrastruktur TIK di Indonesia secara 

keseluruhan. Agar terjadi penyebaran literasi di masyarakat terkait dengan 

pemanfaatan teknologi. Terakhir, perihal efisiensi dana—jika e-voting 

didorong untuk menjadi sistem pemilihan secara nasional—perlu dilakukan 

kajian yang bersifat komprehensif agar biaya yang dikeluarkan dapat dihemat  

untuk jangka panjang. Terutama terkait sistem pengadaan dan pengelolaan 

alat, penyimpanan, perawatan, dan distribusi alat yang lebih optimal. 
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A. Deskripsi Wilayah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

1. Sejarah Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

2. Keadaan Geografis Kampung Wates 

3. Visi dan Misi Kampung Wates 

4. Data Perangkat Kampung Wates 

B. Analisis Penerapan Pemilihan Kepala Kampung Metode E-Voting Di 

Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

C. Analisis Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting 

Dalam Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Wates Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban 

 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  



 

   

 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP 

SISTEM E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

(Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban) 

 

 

A. Wawancara 

1. Wawancara dengan panitia ketua kpps  

a. Mengapa memilih untuk menggunakan sistem e-voting ini dalam 

pemilihan calon kepala kampung? 

b. Bagaimanakah proses pembentukan panitia pemilihan kepala kampung 

Jelaskan proses dan tahapan dari awal pendaftaran calon sampai 

dengan pemungutan suara, berikut dengan alat apa saja yang 

digunakan dalam pemilihan kepala kampung dengan sistem e-voting 

1) Siapa yang menjadi panitia? Berapa orang? Apa kriteriannya? 

2) Pendaftaran bakal calon kepala kampung 

3) Proses seleksi bakal calon kepala kampung 

4) Penetapan kepala kampung 

5) Masa kampanye 

6) Penentuan daftar pemilih tetap (DPT) 

7) Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) 

8) Pasca pencoblosan 

9) Apakah ada keberatan dari calon kepala kampung yang kalah 

10) Bila ada calon yang kalah keberatan dengan kekalahannya 

bagaiamana cara menyelesaikannya? 

c. Apa yang dilakukan panitia kpps untuk menjaga ketertiban saat 

pelaksaanaan pemilihan kepala kampung dengan sistem e-voting agar 

pemilihan tetep berjalan sesuai koridor demokrasi subtansial? 

d. Apakah terdapat aturan seperti peraturan bupati atau peraturan desa 

yang mengatur mengenai cara pemilihan kepala kampung? 

e. Apakah sistem e-voting ini sudah berjalan dengan baik seperti yang 

diharapkan? 



 

   

 

2. Wawancara dengan panitia kepala tim teknis utama 

a. Apakah proses pelaksanaan sistem e-voting dalam pilkakam dilakukan 

secara online atau offline? dan apa tujuannya? 

b. Bagaimana mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara secara 

elektronik? 

c. Bagaimana proses sistem e- voting dalam menjamin keamanan pemilih 

sehingga pilihannya tidak dapat diketahui oleh pihak lain? 

d. Kenapa diakhir pemilihan keluar barcode yang dijadikan tanda bukti 

bahwa sudah memilih? lalu bagaimana dengan keamanan pemilih 

nantinya jika barcode tersebut dapat discan? 

3. Wawancara dengan panitia tim teknis lapangan 

a. Apa saja tugas yang dilakukan panitia tim teknis lapangan  dalam 

pemilihan pilkakam? 

b. Apa yang dilakukan panitia tim teknis lapangan apabila terjadi 

troubleshooting? 

4. Wawancara melalui kusioner terhadap masyarakat kampung wates tentang 

pelaksanaan pilkakam dengan menggunakan sistem e-voting 

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya pemilihan kepala 

kampung dengan menggunakan sistem e-voting? 

b. Apakah pemilihan dengan sistem e-voting ini sudah bisa dipahamai 

oleh masyarakat? 

c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang jaminanan keamanan dan 

kerahasian suara pemilih dalam pilkakam dengan menggunakan sistem 

e-voting? 

 

B. Dokumentasi  

1. Biografi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

a. Profil kampung 

b. Jumlah penduduk 

2. Peralatan Sistem E-Voting Serta Berkas-Berkas Susunan Kepanitiaan  

a. Tampilan Aplikasi E-voting 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 



 

   

 

 

 



 

   

 

 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

DOKUMENTASI 

 
Aplikasi E-Voting 

 

 
Layar dan Ruang Pemilihan E-Voting 



 

   

 

 
Wawancara dengan Tim Teknis Utama (TTU) 

 

 
Wawancara dengan Tim Teknis Lapangan (TTL) 

 

 
Wawancara dengan Ketua KPPS 

 



 

   

 

 

Foto Hasil Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting 
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